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Tuntutan akan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 
dan perkembangan akan standarisasi yang diminta oleh Komisi Akreditasi Rumah 
Sakit (KARS) yang melatarbelakangi terjadinya restrukturisasi Organisasi RSUD 
Suradadi Kab.Tegal, restrukturisasi tersebut didasari dari Peraturan Daerah Kab. 
Tegal Nomor 7 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui bagaimana pengaturan 
kinerja organisasi perangkat daerah pada RSUD Suradadi Kabupaten Tegal, (2) 
mengetahui penerapan Perda Kab. Tegal Nomor 7 Tahun 2019 terhadap kinerja 
OPD RSUD Suradadi Kab. Tegal dan (3) untuk mengetahui hambatan terhadap 
pelaksanaan restrukturisasi organisasi RSUD Suradadi Kab. Tegal. 
Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif – empiris, 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, teknik pengumpulan 
datadengan melalui studi pustaka, dan studi lapangan serta menggunakan metode 
analisis data kualitatif yang menghasilkan data/gambaran secara lengkap berupa 
data tertulis atau lisan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kinerja RSUD 
Suradadi Kab.Tegal setelah dilakukan restrukturisasi bertambah dalam susunan 
strukturisasi organisasinya, penerapan atas Perda Kabupaten Tegal Nomor 7 
Tahun 2019 terhadap kinerja RSUD Suradadi Kab. Tegal menunjukkan 
peningkatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat baik dari 
jenis pelayanan, sarana prasarana dan jumlah SDMK, selain itu peningkatan yang 
terjadi adalah peningkatan pendapatan RSUD Suradadi Kab. Tegal, dari semua 
peningkatan tersebut menghasilkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang telah 
dilaksanakan oleh RSUD Suradadi Kabupaten Tegal pada tahun 2020 dengan nilai 
80,33 dengan kategori “B” atau kinerja pelayanan “BAIK”, selain itu hambatan 
yang timbul dari penerapan restrukturisasi tersebut adalah masih kurangnya SDM, 
dan proses pembuatan dan pengambilan kebijakan/keputusan menjadi tidak 
efisien dan efektif karena terlalu banyak tahapan yang harus dilalui. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 



















The demand for improving health services to the community and the 
development of standardization requested by the Hospital Accreditation 
Commission (KARS) behind the restructuring of the Suradadi Hospital in Tegal 
Regency, the restructuring is based on the Tegal Regency Regional Regulation 
Number 7 of 2019 and the Tegal Regent's Regulation Number 73 of 2019. 
This study aims to: (1) find out how to regulate the organizational 
performance of regional apparatus at Suradadi Hospital, Tegal Regency, (2) find 
out the application of Tegal Regency Regional Regulation Number 7 of 2019 on 
the performance of OPD RSUD Suradadi Kabupaten Tegal and (3) to find out 
obstacles to the implementation organizational restructuring of Suradadi 
Hospital, Tegal Regency. 
This research uses normative-empirical research, the approach used 
is a normative approach, research collection techniques through literature 
studies, and field studies and uses qualitative research analysis methods that 
produce complete research or descriptions in the form of written or oral research. 
The results of this study indicate that the regulation of the 
performance of the RSUD Suradadi Kabupaten Tegal after restructuring has 
increased in the composition of its organizational structure, the application of the 
Tegal Regency Regional Regulation Number 7 of 2019 on the performance of the 
RSUD Suradadi Kabupaten Tegal shows an increase in health services provided 
to the community both in terms of types of services, facilities infrastructure and 
the number of HRK, besides the increase that occurred was an increase in the 
income of RSUD Suradadi Kab. Tegal, from all these improvements resulted in a 
community satisfaction index (IKM) which was implemented by Suradadi 
Hospital, Tegal Regency in 2020 with a value of 80.33 with a "B" category or 
"GOOD" service performance, in addition to the obstacles arising from the 
implementation of the restructuring. is the lack of human resources, and the 
process of making and making policies/decisions becomes inefficient and effective 
because there are too many stages to go through. 
Based on the results of this study, it is expected to be information and 
input for students, academics, practitioners and all parties in need within the 
Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 














”tetaplah berdoa, sebagaimana sebelum kita melakukannya. Jika kita ditakdirkan 
oleh-Nya, tidak ada satu pun yang mampu menghalangi-Nya” 
 
“apa yang telah melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku. dan apa yang 
ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku” 
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A. Latar Belakang Masalah 
Kesehatan merupakan kondisi kesejahteraan fisik, mental dan sosial 
yang dijamin dan diamanatkan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 
1945. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, 
spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup 
produktif secara sosial dan ekomonis.
1
 Dalam ruang lingkup kegiatan 
kesehatan tidak hanya mencakup dalam hal pengobatan, namun terdiri dari 
peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan 
pemulihan (rehabilitatif). Dalam hal pelaksanaan kesehatan kepada 
masyarakat, Pemerintah dalam hal ini menugaskan kepada Pusat Kesehatan 
Masyarakat (PUSKESMAS) sebagai wadah dalam menjalankan tugas 
peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif),  sedangkan Rumah Sakit 
mengambil tugas untuk menjalankan penyembuhan (kuratif) dan pemulihan 
(rehabilitatif). Sedangkan Pelayanan kesehatan (health care service) 
merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945 
                                                             
1
 Reni Heryani, Kumpulan Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 





untuk melakukan upaya peningkatkan derajat kesehatan baik perseorangan, 
maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan.
2
 
Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelanggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah 
Sakit adalah salah satu sarana atau tempat menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan 
meningkatkan kesehatan, serta memiliki tujuan untuk meningkatkan derajat 
kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan yang 
diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan 
(promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) 
dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang diselenggarakan secara 
menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
3
 Dalam hal pengelolaan Rumah 
Sakit Umum Daerah (RSUD) dilaksanakan sesuai dengan semangat otonomi 
daerah dan badan layanan umum (BLU) yang memberikan kewenangan 
kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan tentang keuangan dan kepegawaian menurut asas perundang – 
undangan yang berlaku dan bertanggung jawab langsung kepada 
Bupati/Walikota/Gubernur. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
79 Tahun 2018, menjelaskan bahwa Badan Layanan Umum Daerah yanng 
                                                             
2 Veronika Komalawati, Peran Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam 
Hubungan Dokter dan Pasien). Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2002. hlm. 77. 
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selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit 
pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan 
sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 
Pelaksanaan operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) BLUD harus 
sejalan dengan upaya peningkatan pemerintahan yang bersih, 
bertanggungjawab, transparan serta mampu menjawab tuntutan perubahan 
secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik. 
Sesuai Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Daerah 
adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan 
Perwakilan Daerah dengan Persetujuan Gubernur/Bupati/Wakil Bupati. 
Secara hierarki Peraturan Perundang – Undangan, Peraturan Daerah (Perda) 
masuk dalam susunan Peraturan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam 
rangka mengatur administrasi dan peningkatan kualitas hukum/daerah, 
diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan peraturan daerah agar lebih 
tertata dan teratur. Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan 
perundang – undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, 
baik Daerah Provinsi maupun daerah kabupaten/kota dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota.
4
 Sedangkan 
menurut  Maria Farida Indrati, Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat 
oleh Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun 
                                                             
4
A.Zarkasi,SH.,MH, Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-





Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah 
yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.
5
 Tujuan utama 
dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan 
kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh 
asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak 




Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, 
Rumah Sakit Daerah bersifat otonom dalam penyelenggaraan pengelolaan 
keuangan, barang milik daerah, kepegawaian, tata kelola klinis serta 
menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 
Sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Tegal, RSUD Suradadi Kabupaten Tegal merupakan rumah sakit 
umum daerah yang berstatus rumah sakit type D dengan pola pengelolaan 
keuangan BLUD berstatus penuh. Badan Layanan Umum Daerah yang 
selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 
atau unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk 
                                                             
5 Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7, Yogyakarta : Kanisius. 2007. 
hlm.202.  
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untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan 
dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produktivitas.
7
 Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 7 Tahun 2019, struktur organisasi dan tata kelola RSUD Suradadi 
Kabupaten Tegal menjadi rumah sakit umum daerah dengan type C yang 
terdiri dari 1 Direktur, 1 Kepala Bagian dan 2 Kepala Bidang.  
RSUD Suradadi Kabupaten Tegal yang merupakan salah satu 
Instansi/Lembaga Pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada 
masyarakat, dituntut harus terus memberikan pelayanan yang sesuai dengan 
standar akreditasi rumah sakit yang ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Rumah 
Sakit (KARS), prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan 
survei kepuasan masyarakat yang selalu dilakukan setiap tahunnya. Hal 
tersebut yang melatarbelakangi restrukturisasi organisasi RSUD Suradadi 
Kabupaten Tegal dilakukan yang semula type D menjadi type C rumah sakit. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian 
dalam Skripsi berjudul “Akibat Hukum Restrukturisasi Organisasi Rumah 
Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal Berdasarkan Peraturan 
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B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian adalah : 
a. Bagaimana pengaturan kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal Berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019? 
b. Bagaimana penerapan Perda Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 
terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah RSUD Suradadi 
Kabupaten Tegal?; 
c. Apa hambatan terhadap RSUD Suradadi Kabupaten Tegal berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019?. 
 
C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan kinerja organisasi perangkat 
daerah pada pada Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten 
Tegal. 
b. Untuk mengetahui penerapan Perda Kabupaten Tegal Nomor 7  Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Tegal terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah RSUD Suradadi 
Kabupaten Tegal. 
c. Untuk mengetahui hambatan terhadap pelaksanaan restrukturisasi 





D. Manfaat Penelitian  
Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk 
memperkaya kajian ilmu hukum tata negara, khususnya yang 
berhubungan dengan restrukturisasi Organisasi RSUD Suradadi 
Kabupaten Tegal dari sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten  Tegal 
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.  
b. Kegunaan Praktis 
Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan 
pemikiran bagi Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dalam 
meningkatkan kinerja Organisasi Pemerintah sesuai dengan struktur 
organisasi yang ada sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang – 
Undangan. 
 
E. Tinjauan Pustaka  
Setelah peneliti melakukaan telaah terhadap beberapa penelitian, ada 
beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.  
Penelitian pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian 
yang dilakukan oleh Iqbal Rusdi Azmi (2019) yang berjudul “Analisis 





Perdagangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 
07 Tahun 2016”. Dalam penelitian tersebut, peneliti mempunyai tujuan untuk 
mengetahui pelaksanaan dan hambatan restrukturisasi Dinas Pengelolaan 
Pasar ke dalam Dinas Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung. Untuk pengambilan data dilakukan 
dengan pendekatan yuridis normatif dan yiridis empiris, pendekatan tersebut 
dimaksud untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalah 
dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.
8
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi Organisasi Dinas 
Pengelolaan Pasar ke dalam Dinas Perdagangan berdasarkan Peraturan 
Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 adalah Dinas 
Pengelolaan Pasar yang semula berdiri sendiri menjadi bagian dalam bidang 
di Dinas Perdagangan yaitu Bina Pasar. Bidang Bina Pasar memiliki tiga 
seksi yaitu seksi bina usaha dan permodalan, seksi sarana dan logistik, seksi 
bina pasar dan informasi. 
Penelitian yang kedua adalah penelitian dari M. Afin Zidni Nuri yang 
berjudul “Analisis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah”. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penggunaan metode 
kualitatif adalah metode untuk mengolah data yang digunakan untuk 
                                                             





menganalisis penataan Instansi/Dinas yang ada di Kabupaten Magelang. 
Sedangkan dalam jenis dan sumber data, peneliti memakai data berupa teks, 
kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simnol-simbol yang mempresentasikan dan 
menggambarkan orang – orang, tindakan – tindakan dan peristiwa yang 
berhubungan dengan penataan organisasi perangkat daerah di Kabupaten 
Magelang. Dari penelitian tersebut, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa 
Pemeirntah Kabupaten Magelang sebagai institusi mendapatkan dampak dari 
penataan atau re-organisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yaitu 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
Pemerintah didorong untuk mengagendakanisu tentang penataan perangkat 
daerah tersebut. Penataan organisasi perangkat daerah dilakukan dengan 
tujuan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi birokrasi dan juga anggaran 
daerah. Hal itu penting untuk upaya mencapai pemerintahan yang baik. 
Secara menyeluruh penataan organisasi pernagkat daerah di Kabupaten 
Magelang belum sesuai dengan keinginan dalam tujuan perampingan. Setelah 
adanya penataan terbaru yaitu Perda Nomor 19 Tahun 2016, terlihat 
Kabupaten Magelang memiliki instansi yang besar dan jumlah jabatan yang 
banyak. 
Pada penelitian ketiga, peneliti berhasil menemukan penelitian tentang 
“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah Dalam Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah di 
Kabupaten Gianyar” yang diteliti oleh Kadek Windu Ardiyawan, I Ketut 





peneliti menggunakan metode penelitian empiris. Dalam penelitian tersebut 
hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam 
kehidupan nyata dengan melihat langsung ke lapangan. Peneliti juga 
menggunakan metode wawancara kepada responden yang berada di Kantor 
Bupati Gianyar Bali, Badan Bagian Hukum dan Bagian Organisasi. Peneliti 
juga tetap berpijak pada disiplin ilmu hukum yang berlaku dan sesuai dengan 
standar. 
Hasil penelitian tersebut, peneliti mengambil kesimpulkan bahwa 
pelaksanaan dan pembentukan susunan perangkat daerah di Kabupaten 
Gianyar merupakan kebijakan dalam melaksanakan urusan pemerintahan 
yang diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 
Tahun 2016 sebagai aturan pokok daerah dalam penyelenggaraan 
terbentuknya organisasi perangkat daerah yang nantinya dapat dijadikan dasar 
setiap organisasi pemerintahan di Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan 
tugas dengan prinsip dasar asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, 
tata kerja yang jelas, fleksibilitas dan intensitas terhadap potensi daerah. 
Selain itu, peneliti dalam penelitiannya juga mendapatkan kesimpulan bahwa 
dalam kelancaran proses pelaksanaan pembentukan dan penyusunan 
Perangkat Daerah atas perintah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
sebagaimana dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar 
Nomor 5 Tahun 2016 yaitu dilakukan dengan cara mengatasi hambatan 
pelaksanaan pembentukan dan penyusunan organisasi pernagkat daerah yang 





yang efektif dan efesien terhadap setiap pelayanan baik secara bertahap dan 
langsung pada bagian atau tugas yang memiliki tingkat urgensi yang 
membutuhkan kebijakan cepat dan tentunya yang didukung dengan proses 
percepatan pengadaan sarana-prasarana yang dibutuhkan, sehingga sosialisasi 
dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. 
Penelitian keempat, peneliti menemukan penelitian tentang “Analisis 
Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah” yang diteliti oleh M. Alfian Zidni Nuri. Tipe 
penelitian yang digunakan dalam penelitian inni adalah pendekatan kualitatif 
deskriptif. Penggunaan metode kualitatif adalah metode untuk mengolah data 
yang digunakan untuk menganalisis penataan Instansi/Dinas yang ada di 
Kabupaten Magelang. Dari hasil penelitiann diketahui bahwa struktur di 
Pemerintah Kabupaten Magelang mengalami pembengkakan. Sebelumnya 
dinas yang ada yaitu 13 dinas, saat ini menjadi 18 dinas, selain itu ada 
struktur yang kemudi ditambahkan menjadi dinas baru yang membuat 
Pemerintah Kabupaten Magelang meningkatkan jabatan, pada dasarnya Perda  
Nomor 19 Tahun 2016 bertujuan perampingan namun hasilnya belum terjadi 
perampingan. Penataan di Kabupaten Magelang sesuai dengan Perda Nomor 
19 Tahun 2016 harus dikaji ulang karena permasalahan bukan karena 
kebutuhan tetapi juga adanya kepentingan politik.  
Penelitian kelima atau yang terakhir, Peneliti mendapatkan Penelitian 





Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa 
Yogyakarta”. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Penataan 
Kelembagaan di Kabupaten Sleman dengan merespon Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 sebagai urgensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sleman melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten 
Sleman. Metode penelitian kualitatif deskriptif. Menggunkan metode ini 
penulis berusaha untuk dapat mendeskripsikan, menganalisa serta 
membangun makna tentang fenomenayang ada. Penelitian deskriptif adalah 
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 
variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 
menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.
9
 Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan stakeholder 
terkait dan studi pustaka yaitu pengumpulan data menggunakan berbagai 
literatur serta dokumen legal yang terkait penataan kelembagaan.  
Hasil dari penelitian ini adalah analisis penataan kelembagaan di 
Kabupaten Sleman dengan merespon Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 dianalisis menggunakan teori penataan kelembagaan. Hasil yang didapat 
adalah bahwa analisis penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman tersebut 
sudah berhasil dilaksanakan dengan baik akan tetapi masih terdapat kendala 
dalam melakukan penataan kelembagaan yaitu tidak melibatkan untuk 
penempatan kembali jabatan 3 struktural dan fungsional masih bersifat 
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kelembagaan dan tidak mengikutsertakan masyarakat dalam penataan 
kelembagaan. 
Dari beberapa penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian 
yang peneliti akan lakukan yaitu mengenai tema yang akan diteliti, sama-
sama meneliti tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan dalam 
perbedaannya adalah mengenai objek dan tempat yang diteliti. Penelitian 
yang akan peneliti lakukan lebih fokus  ke pelaksanaan proses pengembangan 
dan hambatan dalam restrukturisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 
Suradadi Kabupaten Tegal. 
Dengan demikian, meskipun diatas telah disebutkan adanya penelitian 
dengan tema yang serupa dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, akan 
tetapi mengingat subjek, objek dan tempat penelitian yang berbeda, maka 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Akibat Hukum 
Restrukturisasi Organisasi RSUD Suradadi Kabupaten Tegal Berdasarkan 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. 
 
F. Metode Penelitian 
a. Jenis Penelitian  
Penelitian mempunyai istilah lain atau yang dikenal dengan riset. 
Riset berasal dari bahasa inggris yaitu research yang berasal dari kata re 





istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan 
penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian 
disebut sebagai penelitian dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. 
Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang 
dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian 
ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi 




Pada kali ini, Peneliti menggunakan metode penelitian normatif – 
empiris. Metode penelitian normatif – empiris adalah penggabungan antara 
pendekatan hukum normatif dengan adanya penambangan dari berbagai 
unsur-unsur empiris. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum 
tentang pemberlakukan atau implementasi ketentuan hukum positif secara 
in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Penelitian 
hukum terapan mencakup penelitian terhadap penerapan hukum tanpa 
konflik atau ada konflik namun diselesaikan tidak melalui pengadilan (non 
judical case study). Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian 
lapangan (field research), yaitu penelitian yang menggunakan dapat 
primer. Sumber data yang diperoleh atau didapatkan dengan melalui 
observasi, wawancara dan study kepustakaan. Dalam metode penelitian 
normatif – empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum yang 
terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian hukum normatif – empiris 
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memakai non judical case study, pendekatan non judical case study  
adalah yaitu pendekatan studi kasus hukum tanpa ada konflik sehingga 
tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan. 
b. Pendekatan Penelitian  
Penelitian dengan jenis pendekatan normatif pada dasarnya 
menunjukkan pada suatu ketentuan, pendekan penelitian dilakukan agar 
peneliti mendapatkan informasi dan data dari berbagai aspek serta jenis 
untuk menemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya. Dalam 
pendekatan penelitian normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan 
baik secara terpisah-pisah berdiri maupun secara koletif sesuai dengan isu 
atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain :
11
 
1. Pendekatan undang-undang (status approach) 
Suatu penelitian normatif tertentu harus menggunakan pendekatan 
perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan 
hukum yang menjadi fokus penelitian.  
2. Pendekatan Konseptual (conceptualapproach) 
Pendekatan konsep digunakan untuk menyamakan tujuan atau 
pemahaman terhadap bahasa hukum yang memiliki banyak penafsiran 
(multi tafsir). Jika seorang peneliti salah dalam memahami konsep 
hukum, maka akibat paling nyata akan mengalami kesalahan dalam 
penelitiannya. Dalam ilmu hukum, konsep hukum pidana akan 
                                                             





berbeda dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi 
dan hukum tata negara. 
3. Pendekatan Perbandingan (comparativeapproach) 
Pentingnya pendekatan perbandingan dalam ilmu hukum 
karena dalam hukum tidak dimungkinkan suatu penelitian. Pendekatan 
ini digunakan untuk membandingkan salah satu lembaga hukum dari 
sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain. Dengan 
perbandingan tersebut, dapat diketahui tentang persamaan dan 
perbedaannya dari kedua lembaga hukum tersebut. 
Menurut Sunaryati, kebutuhan-kebutuhan perbandingan hukum 
akan dapat ditarik kesimpulan : pertama, kebutuhan-kebutuhan yang 
universal (sama) akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama 
pula. Kedua, kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan suasana dan 
sejarah itu menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.
12
 
4. Pendekatan Historis (historicalapproach) 
Pendekatan filsafat juga sangat dibutuhkan dalam penelitian 
hukum normatif. pendekatan ini meru[akan suatu bentuk pendekatan 
yang meneliti hukum normatif secara mendalam atau spesifikasi. 
Sehingga akan diperoleh suatu hasil penelitian yang penuh, valid dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan 
mengkaji Peraturan Perundang-Undangan baik Undang – Undang, 
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Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri maupun Peraturan Daerah 
yang berkaitan dengan pokok bahasan mengenai akibat hukum 
restrukturisasi organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi 
Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019. 
c. Sumber Data 
Sesuai dengan sumbernya, data terdiri dari dua kelompok yaitu 
data lapangan dan data perpustakaan. Data lapangan merupakan data yang 
diperoleh dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan 
data kepustakaan adalah yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, 
peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lain yang 
mempunnyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. 
Berdasarkan jenisnya data terdiri dari tiga kelompok yaitu data 
primer, data sekunder dan data tersier
13
, yaitu sebagai berikut : 
a. Data Primer 
Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung 
dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan 
kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam 
penelitian. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari 
berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data 
Sekunder dalam penelitian ini adalah : 
                                                             
13 
Moh.Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Yogyakarta : 





1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari : 
a) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 
Amandemen Keempat 
b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan 
Perundang-Undangan. 
c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah 
2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung 
bahan hukum primer yaitu : 
a) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. 
b) Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Tegal. 
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk 
dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum 
dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang 





Dari sumber data yang peneliti uraiakan diatas, peneliti 
menggunakan semua bahan hukum tersebut seperti bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Karena menurut peneliti, 
sumber data tersebut sangat diperlukan dan sangan dibutuhkan dalam 
penyusunan penelitian ini. 
d. Metode Pengumpulan Data 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan 
data sebagai berikut : 
a. Studi pustaka (library research) 
Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, 
menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan pokok bahasan. 
b. Studi lapangan (field research) 
Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interveiw) kepada 
responden sebagai usaha pengumpulan data yang berkaitan dengan 
permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada 
Dr.JOKO KURNIANTO,SKM.,M.Kes selaku Mantan Kasubbag TU 
RSUD Suradadi Kabupaten Tegal. 
e. Metode Analisis Data 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 
Penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 





orang dan perliku yang diamati.
14
 Dalam penelitian kualitatif, kedalaman 
penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang sedang dikaji secara 
empiris adalah hal utama dalam penelitian.
15
 
Lima ciri utama dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut : 
a. Latar alamiah (natural setting) sebagai sumber data dan peneliti 
merupakan instrumen kunci. Peneliti kualitatif berusaha untuk 
melakukan observasi langsung lapangan ke lapangan, karena dalam 
penelitian kualitatif data yang berupa rekaman saja tidak cukup 
memadai. 
b. Penelitian kualitatif bersifat menggambarkan. Dalam penelitian 
kualitatif pelaporan dengan bahasa verbal yang cermat sangat 
dipentingkan karena semua interpretasi dan kesimpulan yang diambil 
secara verbal. 
c. Lebih mengutamakan proses, bukan hasil. Dalam penelitian kualitatif, 
penelit mengontruksi konsep secara lebih jelas di tengah perjalanan 
kegiatan penelitian setelah mengumpulkan berbagai kegiatan dan 
memeriksa bagian-bagiannya. 
d. “Makna” merupakan sesuatu yang esensial bagi pendekatan kualitatif. 
Peneliti kualitatif meruasa perlu menangkap perspektif-perspektif 
subjek penelitiannya secara akurat serta memerhatikan dengan cermat 
apa saja informasi yang diberikan oleh narasumber mereka. 
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Langkah kerja metode ini yaitu mendeskripsikan, menganalisis 
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal 
dan kemudian membandingkan. Tahap-tahap yang akan dilakukan dalam 
penelitian ini adalah : 
a. Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Data-data dikumpulkan 
diantaranya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Tegal. 
b. Analisis dan mendeskripsikan data. Dalam tahap ini mencakup 
penelaahan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal dengan status type D 
dengan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal dengan status type C. 
Selanjutnya mendeskripsikan hal tersebut. 
c. Tahap ketiga adalah melakukan perbandingan unsur-unsur RSUD 
Suradadi Kabupaten Tegal dengan status type D dengan RSUD 





d. Tahap terakhir, meneliti makna pada perubahan RSUD Suradadi Kab. 
Tegal dengan status type D dengan RSUD Suradadi Kab. Tegal 
dengan status type C. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Dalam penelitain ini, peneliti merencanakan sistematika penulisan 
penelitiannya seacara berkesinambungan yang terdiri atas tiga bagian, yaitu : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan 
masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 
Bab ini berisikan penguraian tentang norma-norma hukum, teori-
teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang 
diangkat dengan memperhatikan variabel penelitian yang termuat 
dalam judul. 
Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Teori Kewenangan  
2. Teori Negara Kesejahteraan 
3. Teori Otonomi Daerah 
4. Teori Keadilan  







BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menggambarkan data hasil penelitian yang telah diolah, 
dianalisis dan ditafsirkan. Data penelitian akan tampak jelas 
bagaimana disusun sesuai urutan permasalahan dalam 
pembahasannya yang telah dikonstalasikan dengan tinjauan 
konseptual. 
BAB IV  PENUTUP 
Pada bab ini atau bab penutup merupakan kristalisasi semua yang 
telah dibahas sebelumnya dan menjawab tentang rumusan masalah 







A. Teori Kewenangan 
Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan 
sebagai hal yang berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk 
melakukan sesuatu hal. Kewenangan adalah kekuasaah formal, kekuasaan 
yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif 
administrasi. Ateng Syafrudin menyatakan ada perbedaan antara pengertian 
kewenangan dengan wewenang, kewenangan (autority gezag) adalah apa 
yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang 
diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (competence 
bevoegheid) hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari 
kewenangan.
16
 Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang 
(rechtsbe voegheid)
17
. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum 
publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang 
dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi 
wewenang uatamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 
Teori kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya 
kekuasaan yang memiliki kewenangan. Dalam literatur ilmu politik, ilmu 
pemerintahan dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, 
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kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering dipadankan dengan 
kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, 
demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga 
dengan wewenang.  Miriam Budiardjo dalam bukunya mengemukakan bahwa 
kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak 
yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (the rule and the ruled).
18
  
Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang 
dideskripsikan sebagai „rechrsmacht” (kekuasaan hukum). Dalam hukum 
publik, wewenang terkait dengan kekuasaan
19
 terdapat sedikit perbedaan 
antara kewenangan (Authority, gezag) adalah apa yang disebut sebagai 
kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-
undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (competence, bevoegdheid) 
hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu dari kewenangan. 
Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili 
lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi. 
Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : 
pengaruh, dasar hukum dan konfirmitas hukum. komponen pengaruh 
dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan 
perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum yang jelas; dan komponen 
konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar 
yang jelas (untuk wewenang umum), dan standar khusus (untuk jenis 
wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang 
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diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan 
yang menimbulkan akibat hukum.
20 
 
Di Belanda, konsep bevoegdheid dipergunakan baik dalam lapangan 
hukum publik, oleh karena itu bevoegdheid tidak memiliki watak hukum.
21
 
Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep 
hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaa 
kekuasaan. Sesuai dengan pendapat diatas, Prajudi Atmosudirdjo 
menyatakan: “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua 
tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk 
melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.
22
 
Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan 
berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan 
wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” atau bagian tertentu saja dari 
kewenangan. Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang rechtsbe 
voegdheden. Wewenang merupakan bagian dari ruang lingkung tindakan 
hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi 
wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi 
wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta 
distribusi wewenang utamanya yang ditetapkan pada Peraturan Perundang-
undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang 
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Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada 
(konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat 
(organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan 
tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi 
menjadi
24
 :  
a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang 
pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan 
(atributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan 
een bestuurorgaan). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap 
ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang 
yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, 
atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ 
pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan 
kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini 
menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang 
dasar atau peraturan perundang-undangan. 
b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan 
yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. 
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Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat 
yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari 
wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam 
melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. 
Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran 
tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan 
sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara 
dalam keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga negara itu dapat 
berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani 
warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan 
menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok 
orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok 
lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan 
tujuan dari orang atau negara.
25
 
Selain itu, Miriam Budiardjo menjabarkan bahwa kekuasaan 
merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan 
bergerak (de staat in beweging) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, 
berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu, 
Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah 
kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi 
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tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah 
laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.
26
  
Kekuasaan negara juga dapat diistilahkan sebagai „otoritas‟ atau 
„wewenang‟. Apabila digunakan istilah kekuasaan dalam hubungan dengan 
negara, istilah ini selalu dimaksud dalam arti otoritas. Dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, menjelaskan istilah otoritas sebagai berikut :
27
 
a) Kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga di masyarakat yang 
memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya; 
b) Hak untuk bertindak; 
c) Kekuasaan, wewenang; 
d) Hak untuk melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untu 
memerintah orang lain. 
Sedangkan dalam wewenang itu sendiri, mempunyai arti :
28
 
a) Hak dan kekuasaan untuk bertindak kewenangan; 
b) Kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung 
jawab kepada orang lain. 
Adapun kewenangan adalah : 
a) Hak berwenang; 
b) Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. 
Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum 
tidak sama dengan kekuasaan atau match. Kekuasaan hanya menggambarkan 
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hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus 
berarti hak dan kewajiban atau rechten en plichen. Didalam kaitan dengan 
otonomi daerah, hak mengandang pengertian kekuasaan untuk mengatur 
sendiri zelfregelen, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan 
untuk menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya. Vertika berarti 
kekuasaan untuk menjalankan pemerintah dalam suatu tertub ikatan 
pemerintah negara secara keseluruhan.
29
 Tentang sifat kewenangan 
pemerintahan, yaitu yang bersifat terkait, fakultatif, dan bebas, terutama 
dalam hal kewenangan-kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-
keputusan atau besluiten dan ketetapan-ketetapan atau beschikkingan oleh 
bagian dari pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat 
terikat dan bebas. Wewenang yang bersifat terikat, yaitu terjadi apabila 
peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana 
wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak 
menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Ada dua 
wewenang yaitu wewenang fakultatif dan wewenang bebas. Wewenang 
fakultatif adalah wewenanag yang terjadi dalam hal badan atau pejabat tata 
usaha negara tersebut tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit 
banyak masih ada pilihan lain, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan 
dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana yang telag ditentukan dalam 
peraturan dasarnya, sedangkan wewenang bebas adalah wewenang yang 
dilakukan ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan 
                                                             
29






atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari 
keputusan yang akan dikeluarkan atau peraturan dasarnya memberikan ruang 
lingkup kebebasan kepada pejabat usaha negara tersebut.  
Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau 
organ sehingga negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan 
(een ambten complex) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat 
yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-
kewajiban
30
. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek 
politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum 
semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat 
bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta 
atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. 
Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana yang telah 
diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan atau authority 
mempunyai makna atau arti yang berbeda dengan wewenang atau 
competence. Kewenangan sendiri merupakan kekuasaan yang bersifat formal  
yang berasal dari peraturan perundang-undangan, sedangkan wewenang itu 
sendiri mempunyai arti suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya 
barang siapa disni adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh 
peraturan perundang-undangan, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu 
tersebut dalam kewenangannya karena perintah undang-undang. 
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B. Teori Negara Kesejahteraan 
Dalam garis besarnya, negara kesejahteraan merujuk pada sebuah 
model ideal dengan pembangunan yang difokuskan pada peningkatan 
kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara 
dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif 
kepada warganya. Karena negara adalah organisasi tertinggi diantara satu 
kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita 
untuk bersatu hidup didalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan 
yang berdaulat.
31
 Dalam perkembangannya, pemikiran mengenai negara 
hukum dikenal dengan dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum 
formal dan negara hukum material. Negara hukum material ini dikenal 
dengan istilah Welfarestate atau negara kesejahteraan. Menurut Jimly 
Asshiddiqie ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari faham 
sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu 
sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis-Liberalis. 
Dari negara bagian barat seperti Negara Inggirs, konsep Welfare state 
dipahami sebagai alternative terhadap the Poor Law yang selalu 
menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberikan bantuan 
kepada orang-orang miskin. Berbeda dengan sistem dalam Poor Law, Negara 
kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial 
yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak 
kewarganegaraan (right of citizenship), di satu pihak, dan kewajiban negara 
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(state obligation), dipihak lain. Negara kesejahteraan ditujukan orang tua dan 
anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia 
berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan 
jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan 
(well-being) warga Negara secara adil dan berkelanjutan.
32
   
Kunci utama pada negara kesejahteraan adalah isu tentang jaminan 
kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal tersebut, Jurgen Habermas 
berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal 
pokok bagi negara modern. Menurut Habermas, jaminan kesejahteraan 
seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas The risk 
of unemployment, accident, ilness, old age, and death of the 
breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the 
state.
33
 Negara kesejahteraan lebih sering ditengarai dari atribut-atribut 
kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh negara 
(pemerintah) kepada warganya, seperti kemiskinan, sehingga keduanya 
(negara kesejahteraan dan kebijakan sosial) sering diidentikan.
34
 Negara 
kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada „peran negara yang aktif dalam 
mengelola dan mengorganisasi perekonomian‟ yang didalamnya „mencakup 
tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan 
dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.
35
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Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro kedua 
kelompok resiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi. 
Alasannya adalah karena resiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif 
dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sebagaimana 
resiko ekonomis. Sedangkan resiko khusus yaitu resiko yang sifatnya lebih 




Dengan demikian, pada hakekatnya negara kesejahteraan dapat 
dijabarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang 
mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar 
tidak jatuh ke dalan kesusahan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai 
penggerak sekaligus tujuan utama bagi manusia untuk senantiasa 
mengupayakan berbagai cara demi mencapai tujuan kesejahteraan dalam 
hidupnya. Sehingga ketika tujuannya tersebut telah dijamin dalam konstitusi 
suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib 
melaksanakan keinginan tersebut. Dalam hal ini, negara ada dalam tahapan 
sebagai negara kesejahteraan. 
Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham Negara 
Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para Proklamator Kemerdekaan dan 
juga Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa negara demokrasi 
yang akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” (walvaarstaat) bukan 
“Negara Penjaga Malam” (nachtwachterstaat). Dalam pilihan tentang 
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konsepsi negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta memakai istilah 
“Negara Pengurus”.
37
 Prinsip Welfare State dalam UUD 1945 dapat 
ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berhubungan 
dengan aspek sosial ekonomi. 
Menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah diatur secara 
tegas dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan menjadi judul khusus pada Bab XIV UUD 1945 yang 
merupakan landasan konstitusional untuk mengtur perekonomian nasional 
sebagai suatu sendi perekonomian yang bercirikan dekomrasi ekonomi.
38
 
Tujuan bernegara yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputu Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dari Sabang sampau Merauke, sehingga implementasi 
kebijakan hukum nasional harus mampu memberkan multi player efferct bagi 
upaya kesejahteraan masyarakat di daerah. Kebijakan hukum ekonomi  
nasional dapat dibuktikan dengan lahirnya semangat pelimpahan kewenangan 
kepada daerah untuk melaksanakan sebagian dari fungsi-fungsi administrasi, 
penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi (pembantuan) serta desentralisasi 
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(otonomi) untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sehingga 
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. 
   
C. Teori Otonomi Daerah 
Otonomi daerah merupakan esensi dari pemerintahan desentralisasi. 
Istilah otonomi secara etimologis berasal dari penggalan dua kata bahasa 
Yunani, yakni autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-
undang. Otonomi berarti membuat undang-undang sendiri (zelfwetgeving), 
namun dalam perkembangannya konsepsi otonomi daerah selain mengandung 
arti zelfwetgeving (membuat perda-perda), juga utamanya mencakup 
zelffbestuur (pemerintahan sendiri). Sehingga otonomi diartikan pengaturan 
sendiri, mengatur atau memerintah sendiri.
39
 C.W. Van Der Pot memahami 
konsep otonomi daerah sebagai eigen huishouding (menjalankan rumah 
tangganya sendiri).
40
 Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 
Ayat (5), menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah pasal 2 ayat (3), menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah adalah 
menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah dengan 
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tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan 
daya saing daerah. Berikut penjelasannya :
41
 
1) Meningkatkan pelayanan umum 
Dengan adanya otonomi daerah diharapkan adanya peningkatan 
pelayanan umum secara maksimal dari instansi pemerintah masing-masing 
daerah. Dengan pelayanan yang maksimal, diharapkan masyarakat dapat 
merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah. 
2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
Setelah pelayanan yang maksimal, prima, paripurna dan memadai, 
diharapkan kesejahteraan masyarakat dengan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat 
kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana daerah 
otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bojak dan 
sesuai dengan yang diharapkan. 
3) Meningkatkan daya saing daerah 
Dengan menerapkan otonomi daerah diharapkan dapat 
meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keaneka 
ragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu 
serta tetap mengacu pada pendapatan asli daerah dengan semboyan negara 
kita “Bhineka Tunggal Ika” walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. 
Dari penjelasan diatas, dapat kita simpulkan tujuan otonomi daerah 
diharapkan bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dan dapat 
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menumbuhkan prakarsa dan kreativitas untuk mengembangkan peran dan 
fungsi daerah tersebut. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, ada beberapa asas otonomi daerah antara lain : 
1) Asas Desentralisasi  
Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintah oleh 
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Otonom berdasarkan asas 
otonomi. 
2) Asas Dekonsentrasi 
Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusah kepada 
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal 
diwilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai 
penanggungjawab urusan pemerintahan umum.  
3) Tugas Pembantuan 
Asas Dekonsentrasi adalah penugasan dari Pemerintah Pusat 
kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan 
Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah 
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 
Sehingga dapat disimpulkan ada beberapa asas otonomi daerah yaitu 
asas desentralisasi, asan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan 





D. Teori Keadilan 
Keadilan berasal dari bahasa Arab yang berarti berada ditengah-
tengah, jujur, lurus dan tulus. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia adil adalahh tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat 
sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan 
didasarkan atas norma-norma yang objektif. Keadilan pada dasarnya adalah 
suatu konsep relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum 
tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia 
melakukan suatu keadilan, hak itu tentunya harus relevan dengan ketertiban 
umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi 
dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya 
ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat 
tersebut.
42
 Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan 
dihukum, dan banyak gerakan sosialdan politis di seluruh dunia yang 
berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori 
keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari 
keadlian dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadalan itu sendiri 




Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan 
adalah semua hal/kegiatan yang berkenan dengan sikapdan tindakan dalam 
hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang 
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memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan 
tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainnkan semua orang 
diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. 
Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar 
negara, yaitu pada sila ke-5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia”. Dalam sila ke-5 tersebut terkandung nilai-nilai yang 
merupakan tujuan dala hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan 
dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadialan dalam 
hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia 
lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan 
manusia dengan Tuhannya. 
44
 
Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang 
harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan 
tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh 
wilayahnya, mencerdasakan seluruh warganya. Demikian pula dengan nilai-
nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama 
bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup 
bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan 
suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta 
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Keadilan menurut para ahli : 
4.1.Plato 
Plato merupakan seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui 
kekuatan-kekuatan diluar kemampuan manusia sehingga pemikirannya 
diluar akal yang masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan 
masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar  
kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya 
perubahan dalam masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan masyarakat 
harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, 
penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk 
menghentikan perubahan.  
4.2.Aristoteles 
Aristoteles adalah peletak dasar rasionalitas dan empirisme. 
Pemikirannya tentang keadilan diuraikan dalam bukunya yang berjudul 
Nicomachean Ethics. Buku ini secara keseluruhan membahas aspek-
aspek dasar hubungan antar manusia yang meliputi masalah-masalah 
hukum, keadilan, persamaan, solidaritas, perkawanan dan kebahagian. 
Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam buku 
ke-5 Nicomachean Ethics.
46
 Untuk mengetahui tentang keadilan dan 
ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu : 
1) Tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut; 
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Keadilan sering disebut sebagai suatu sikap dan karakter. 
Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan 
berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter 
yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah 
ketidakadilan tersebut. 
Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai 
dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai 
kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagian orang lain. 
Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan 
diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. 
Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki 
esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain 
adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi 
adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat 
dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.  
Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna 
yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dedengan 
hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang 
dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan 
merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan 
ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan 






2) Apa arti keadilan; dan  
Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa 
pengertian berikut ini, yaitu: 
a) Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau 
uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian 
haknya. 
Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota 
masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan 
adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang 
kurang” (intermediate). Jadi keadilan adalah titik tengan atau 
suatu persamaan relatif (arithmetical justice). Dasar persamaan 
antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang 
hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, 
landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah 
kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam 
sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan 
atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem 
aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (excellent). 
Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada 









b) Perbaikan suatu bagian dalam transaksi  
Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan 
(rectification). Perbaikan muncul karena adanya hubungan 
antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. 
Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-
masing memperoleh bagian sampai titik tengah (intermediate), 
atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik 
(reciprocity). Jadi keadilan adalah persamaan, dus ketidakadilan 
adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang 
memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang 
dibuat secara sederajat. Untuk menyamakan hal tersebut hakim 
atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan 
mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada 
yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini 
dilakukan sebagai sebuah hukuman. Hal ini berbeda apabila 
hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing 
pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidaksukarelaan 
berlaku keadilan korektif yang memutuskan titik tengah sebagai 
sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang 
kehilangan. Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-
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mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak 
diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang 
yang melukai tidak diselesaikan dengan mengijinkan orang yang 
dilukai untuk melukai balik Timbal balik dalam konteks ini 
dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga 
mencapai taraf proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah 
digunakan uang. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah 




Lain halnya dengan Aristoteles, John Rawls, atau nama 
lengkapnya John Borden Rawls, dilahirkan pada tahun 1921 dari sebuah 
keluarga kaya di Baltimore, Maryland.
49
 Ia adalah putra kedua dari lima 
bersaudara. Ayahnya, William Lee Rawls adalah seorang ahli hukum 
perpajakan yang sukses dan sekaligus ahli dalam bidang konstitusi. 
Ibunya, Anna Abell Stump, berasal dari sebuah keluarga Jerman yang 
terhormat. Perempuan pendukung gerakan feminisme ini pernah 
menjabat sebagai presiden dari League of Women Voters di daerah 
Kediamannya. Karena latar belakang ini, oleh sebagian orang yang dekat 
dengannya, Rawls disebut sebagai orang yang memiliki “darah biru”. Hal 
ini membuatnya memiliki sense of noblege. John Rawls yang hidup pada 
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awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial.
50
 Hal ini terkait 
dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan 
kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama 
keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) 
keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.
51
 
Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil 
adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, 
kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan 
kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini 
digunakan untuk: 
1) Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau 
tidak; 
2) Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.
52
 
Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan 
adalah situsi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsipprinsip 
keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat 
yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara 
mengembalikan (call for redress) masyarakat pada posisi asli (people on 
original position). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan 
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4.4.Adam Smith  
Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya 
hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut 
kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang 
atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal 
sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena 
keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip 
keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif 
negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara 
sama tanpa terkecuali.  
Adam Smith menolak keadilan distributif sebagai salah satu 
jenis keadilan. Alasannya antara lain karena apa yang disebut keadilan 
selalu menyangkut hak semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau 
secara positif setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya. 
4.5.Thomas Hobbes 
Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat 
dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah 
disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan 
atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua 
pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas 
tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan 
kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini 





perundangundangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi 




Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa 
diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh 
itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya 
dengan pengorbanan yang sekecilkecilnya. Pound sendiri mengatakan, 
bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan 
pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan 
manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya 
jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan 
pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari 
perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, 
singkatnya social engineering semakin efektif”.
55
 
4.7.Hans Kelsen  
Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang 
dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang 
dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, 
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E. Teori Pelayanan Publik 
Secara etimologi pelayanan publik terdiri dari dua kata, yaitu 
pelayanan, dan publik. Pelayanan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 
atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat 
pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, 
tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan 
penggunanya. 
57
 sedangkan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki 
kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan 
baik berdasarkan nilai – nilai norma yang mereka miliki.
58
 
Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dari 
instansi/lembaga Pemerintahan. Pemerintah berkedudukan sebagai 
instansi/lembaga yang wajib memberikan pelayanan atau memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Pelayanan merupakan terjemahan dari istilah service 
dalam bahasa inggris yang menurut Kotler yang dikutip oleh Tjiptono, yaitu 
berarti “setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak 
ke pihak yang lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud 
fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu”.
59
 Sedangkan pelayanan 
publik menurut Subarsono adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh 
birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga penggunanya. Pengguna 
disini yang dimaksud adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan 
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publik, seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP, akte kelahiran, buku 
nikah, dan surat kematian, dan lain sebagainya.
60
  
Sedangkan dalam aspek terminologi pelayanan publik adalah 
segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa 
publik yang menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh institusi 
pemerintah pusat dan/atau daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan 




Berikutnya menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian 
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik.
62
 Sedangkan penyelenggara pelayanan 
adalah semua institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen 
yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, 




Tujuan dari pelayanan publik adalah Kesatu, terwujudnya batasan 
dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan 
kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan 
                                                             
60 Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Goverment Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gajah 
Mada University Press, 2005, hlm. 141. 
61
 Abdul Chalik, dkk, Pelayanan Publik  Tingkat Desa, Yogyakarta : CV. Interpena, hlm. 5. 
62






publik. Kedua, terwujudunya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang 
layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan koperasi. Ketiga, 
terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan 
perundang-undnagan. Keempat, terwujudnya perlindungan dan kepastian 





                                                             




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Sejarah Singkat RSUD Suradadi Kabupaten Tegal 
Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal mulai digagas 
pendiriannya oleh Bupati Tegal Drs. Agus Riyanto dengan menetapkan Surat 
Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/672/2009 tentang Peningkatan Rawat 
Inap Puskesmas Suradadi Menjadi Rumah Sakit type D Suradadi Kabupaten 
Tegal dan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/268/2010 tentang 
Pemberian Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi 
Kabupaten Tegal, pendirian RSUD Suradadi Kabupaten Tegal dipandang 
sangat perlu karena masyarakat diwilayah Utara Kabupaten Tegal khususnya 
Kecamatan Warureja, Kecamatan Suradadi, Kecamatan Kramat serta 
sebagian Kecamatan Tarub dan Kecamatan Kedungbanteng yang lokasinya 
jauh dan belum dijangkau oleh fasilitas pelayanan kesehatan terutama fasilitas 
pelayanan kesehatan rujukan.  
Dasar pemikiran pembangunan Rumah Sakit di Suradadi khususnya 
jalur Pantai Utara Jawa (Pantura) karena mobilisasi yang tinggi dan faktor 
risiko kasus kecelakaan yang tinggi dan merupakan jalur nasional, sehingga 
RSUD Suradadi Kabupaten Tegal sangat mudah diakses terutama masyarakat 
di wilayah Kecamatan Warureja, Kecamatan Suradadi, Kecamatan Kramat 
sebagian Kecamatan Tarub dan Kecamatan Kedungbanteng. Harapannya 





yang memadai, terjangkau serta mampu meningkatkan mutu pelayanan 
kesehatan rujukan sesuai standar pelayanan minimal. 
Pembangunan fisik RSUD Suradadi dimulai sejak tahun 2008 dan 
peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2009 oleh Bupati 
Tegal ke-46 yaitu Drs. Agus Riyanto. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/I/2263/2013 Tahun 2013 
RSUD Suradadi ditetapkan sebagai Rumah Sakit kelas D dan pada Tahun 
2012 RSUD Suradadi Kabupaten Tegal Lulus Akreditasi Tingkat Dasar oleh 
komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dengan Nomor Sertifikat KARS-
SERT/835/VI/2012. 
Dasar Hukum berdirinya RSUD Suradadi Kabupaten Tegal :  
a. Tahun 2006 Penetapan Lokasi Pembangunan RSUD Suradadi Kabupaten 
Tegal dikuatkan oleh Keputusan Bupati Tegal Nomor 591/0091/2006 
tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan/Peningkatan Puskesmas 
Suradadi di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Seluas 
±15.000M² (Lebih Kurang Lima Belas Ribu Meter Persegi);  
b. Tahun 2009 Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi RSUD Suradadi 
melalui Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/672/2009 tentang 
Peningkatan Rawat Inap Puskesmas Suradadi Menjadi Rumah Sakit Type 
D Suradadi Kabupaten Tegal;  
c. Tahun 2010, RSUD Suradadi Kabupaten Tegal mendapatkan Izin 





445/268/2010 tentang Pemberian Izin Operasional Sementara Rumah Sakit 
Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal;  
d. Tahun 2012 RSUD Suradadi Kabupaten Tegal Lulus akreditasi oleh 
Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) status akreditasi Lulus Tingkat 
Dasar dengan Sertifikat Akreditasi Nomor KARS-SERT/835/VI/2012 
yang berlaku sampai dengan 29 Juni 2015;  
e. Tahun 2013 ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 
sebagai Rumah Sakit Umum Kelas D melalui Keputusan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia dan Sertifikat Penetapan Kelas Rumah 
Sakit Nomor HK.02.03/I/2263/2013 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit 
Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal;  
f. Tahun 2013 mendapatkan Izin Operasional Sementara oleh Bupati Tegal 
melalui Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/349/2013 tentang Pemberian 
Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi 
Kabupaten Tegal;  
g. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/976/2014 tentang Penetapan Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) 
penuh kepada Badan Pengelola RSUD Suradadi Kabupaten Tegal;  
h. Pada Bulan Januari 2015 Keputusan Bupati Tegal Nomor : 13 Tahun 2015 
tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten 
Tegal;  
i. Pada Tahun 2015 RSUD Suradadi Kabupaten Tegal ditetapkan sebagai 





Penyalahgunaan Narkotika melalui Keputusan Bupati Tegal Nomor 558 
Tahun 2015;  
j. Tahun 2015, RSUD Suradadi Kabupaten Tegal mendapatkan Izin 
Operasional Tetap oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 
Tegal dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Kabupaten Tegal Nomor 440/01/2015 tentang Izin Operasional Tetap 
Rumah Sakit Umum Kelas D.  
k. RSUD Suradadi Kabupaten Tegal mendapatkan izin operasional rumah 
sakit kelas C terhitung mulai tanggal 15 April 2019. 
 
1.1. Struktur Organisasi 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah 
Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja 
Dinas – Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 





















Bagan 3.1 Struktur Organisasi RSUD Suradadi Kab. Tegal Type C 
Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Tegal 
 
1) Nama Jabatan : Direktur 
Tugas Pokok Dan Fungsi : 
Direktur RSUD Suradadi Kabupaten Tegal mempunyai 
tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas 
pembantuan di bidang Kesehatan rujukan. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktur RSUD 
Suradadi Kabupaten Tegal mempunyai fungsi : 





































b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan 
rumah sakit sesuai kewenangannya; 
c. Penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit; 
d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas 
dan fungsi unsur organisasi; 
e. Pelaksanaan evaluasi pencatatan dan pelaporan; 
 
2) Nama Jabatan : Kepala Bagian Umum Dan Keuangan 
Tugas Pokok dan Fungsi   : 
Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas 
pokok membantu Direktur dalam menyelenggarakan fungsi umum 
dan keuangan. 
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian 
Umum dan Keuangan mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan di bagian umum dan keuangan; 
b. pengoordinasian dan pengelolaan kebijakan di bagian umum dan 
keuangan; 
c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bagian 
umum dan keuangan; 
d. pengelolaan dan fasilitasi program di bagian umum dan 
keuangan; 






f. pengelolaan administrasi umum dan keuangan; 
g. pengelolaan sumber daya rumah sakit; 
h. pengelolaan pendidikan dan pelatihan; 
i. pengelolan kehumasan, pemasaran,  pelayanan hukum dan 
kemitraan; 
j. pengeloaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur. 
 
2.1) Nama Jabatan : Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian 
Tugas Pokok Dan Fungsi  : 
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai 
tugas pokok membantu Kepala Bagian Umum dan Keuangan 
dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah 
tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian 
Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis 
ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, 
perpustakaan, humas dan protokol; 
c. pengelolaan urusan ketata usahaan; 
d. pengelolaan administrasi kepegawaian; 
e. pengelolaan dan penatausahaan aset dinas; 





g. pengelolaan diklat rumah sakit; 
h. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, 
perpustakaan, humas dan protokol; 
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
 
2.2) Nama Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 
Tugas Pokok dan Fungsi : 
Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai 
tugas pokok membantu Kepala Bagian Umum dan Keuangan 
dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian 
data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan 
melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
serta pengelolaan keuangan. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian 
Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi : 
a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis 
perencanaan dan pengelolaan keuangan rumah sakit; 
c. Penelaahan data untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan 
teknis rumah sakit; 
d. Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi 





e. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan 
pelaksanaan rencana kerja rumah sakit; 
f. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi bagian 
perencanaan dan keuangan; 
g. Pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi; 
h. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; 
i. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
Subbagian Perencanaan dan Keuangan. 
 
3. Nama Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Medis Dan Keperawatan 
Tugas Pokok dan Fungsi   : 
Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan 
mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam melaksanakan 
tugas dan fungsi serta tata kerja urusan/bidang pelayanan medis dan 
keperawatan. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang 
Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan medis dan 
keperawatan; 
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan 
medis dan keperawatan; 
c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang 





d. pengelolaan dan fasilitasi program di bidang pelayanan medis 
dan keperawatan; 
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang 
pelayanan medis dan keperawatan; 
f. pelaksanaan administrasi di bidang pelayanan medis dan 
keperawatan; 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur di bidang 
pelayanan medis dan keperawatan; 
 
3.1) Nama Jabatan  : Kepala Seksi Pelayanan Medis 
Tugas Pokok dan Fungsi : 
Kepala Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas pokok 
membantu Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan 
dalam melakukan tugas dan fungsi serta tata kerjanya bidang 
pelayanan medis dan keperawatan. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi 
Pelayanan Medis mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas 
Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan dalam 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, 
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, 









3.2) Nama Jabatan  : Kepala Seksi Keperawatan 
Tugas Pokok Dan Fungsi : 
Kepala Seksi Keperawatan mempunyai tugas pokok 
membantu Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan 
dalam melakukan tugas dan fungsi serta tata kerjanya bidang 
pelayanan medis dan keperawatan. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi 
Keperawatan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas 
Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan dalam 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, 
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, 
evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan medis. 
 
4) Nama  Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Penunjang  
Tugas Pokok Dan Fungsi : 
Kepala Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas 
pokok membantu Direktur dalam melaksanakan pengelolaan 
pelayanan penunjang medis dan non medis. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang 
Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi : 





b. penyiapan bahan perumusan  kebijakan umum dan teknis 
operasional pengelolaan pelayanan penunjang  medis dan non 
medis;  
c. pelaksanaan pengelolaan pelayanan penunjang medis dan non 
medis, serta pengkoordinasian kegiatan instalasi bidang  
pelayanan penunjang; 
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan penunjang  
medis dan non medis.  
 
4.1) Nama  Jabatan : Kepala Seksi  Pelayanan Penunjang Medis  
Tugas Pokok Dan Fungsi : 
Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai 
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dalam 
melakukan pengelolaan sumber daya pelayanan penunjang medis. 
Untuk melakukan tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan 
Penunjang Medis mempunyai fungsi : 
a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana 
kerja; 
b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan 
umum dan teknis operasional pengelolaan sumber daya 
pelayanan penunjang medis; 






d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumberdaya 
pelayanan penunjang medis. 
 
4.2) Nama  Jabatan :  Kepala Seksi  Pelayanan Penunjang Non  Medis 
Tugas Pokok Dan Fungsi : 
Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis 
mempunyai tugas pokok membantu Kepala  Bidang Pelayanan 
Penunjang dalam melakukan pengelolaan sumberdaya penunjang 
penunjang non medis. 
Untuk melakukan tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan 
Penunjang Non Medis mempunyai fungsi : 
a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana 
kerja; 
b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan 
umum dan teknis operasional pengelolaan sumber daya 
pelayanan penunjang non medis; 
c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya pelayanan penunjang non 
medis; 
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumberdaya 








5) Nama Jabatan : Satuan Pemeriksaan Internal 
Satuan pemeriksaan internal merupakan unsur organisasi 
yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal 
rumah sakit. Satuan pemeriksaan internal berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah 
Sakit. 
Dalam melaksanakan tugas satuan pemeriksaan internal 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit 
kerja rumah sakit; 
b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan 
pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam 
bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan 
keuangan; 
c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern 
yang ditugaskan oleh kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah 
Sakit; 
d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak 
lanjut atas laporan hasil audit; dan 
e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan 







6) Nama Jabatan : Kelompok Jabatan Fungsional/Komite RS 
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok 
membantu direktur dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan 
fungsi Badan sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman Angka 
Kredit Jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok jabatan 
fungsional (Komite RS) mendasarkan pada prinsip kompetensi, 
keahlian/keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.  
a) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu, disiplin, etika, dan 
perilaku profesi staf medis Komite Medis menyelenggarakan 
fungsi: 
a. pelaksanaan audit medis; 
b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka 
pendidikan berkelanjutan bagi staf medis; 
c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan 
berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan 
d. rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf 
medis yang membutuhkan. 
e. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran; 
f. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran 
disiplin; 






h. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan etis pada asuhan medis pasien 
b) Selain Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 
dapat dibentuk komite lain untuk penyelenggaraan fungsi 
tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan 
mutu pelayanan dan keselamatan pasien. 
Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa 
komite : 
a. keperawatan; 
b. farmasi dan terapi; 
c. pencegahan dan pengendalian infeksi; 
d. pengendalian resistensi antimikroba; 
e. etika dan hukum; 
f. koordinasi pendidikan; dan 
g. manajemen risiko dan keselamatan pasien. 
 
1.2. Tata Kerja : 
a. Direktur RSUD Suradadi Kabupaten Tegal dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah dan menyusun laporan keuangan urusan kesehatan secara 






b. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Bagian/Bidang, 
Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Instalasi dan Ketua 
Komite wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar 
satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas  masing-masing; 
c. Direktur, Kepala Bagian/Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, 
Kepala Instalasi dan Ketua Komite di lingkungan RSUD Suradadi 
Kabupaten Tegal wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi 
penyimpangan  wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 
d. Direktur, Kepala Bagian/Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, 
Kepala Instalasi dan Ketua Komite bertanggung jawab memimpin 
dan mengkoordinasikan bawahannya, dan memberikan bimbingan 
serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
e. Direktur, Kepala Bagian/Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, 
Kepala Instalasi dan Ketua Komite di lingkungan RSUD Suradadi 
wajib mematuhi arahan dan bertanggung jawab kepada atasan 
masing-masing serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas 
secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-





f. Komite Medis merupakan wadah non struktural yang 
keanggotaannya dipilih oleh Staf Medis Fungsional berkedudukan 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur; 
g. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis berkewajiban 
memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal penyusunan 
standar pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian mutu 
pelayanan medis, hak klinik khusus kepada staf medis fungsional, 
program pelayanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya 
manusia Rumah Sakit; 
h. Hubungan Kepala Bagian/Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub 
Bagian dengan Komite Medis dan Komite Keperawatan bersifat 
koordinasi; 
i. Instalasi merupakan unit pelayanan non struktural yang menyediakan 
fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, 
dalam melaksanakan tugasnya instalasi bertanggung jawab kepada 
Direktur; 
j. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, RSUD Suradadi 
mempunyai hubungan jaringan pelayanan rujukan dengan Rumah 
Sakit lainnya. 
 
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Suradadi Kabupaten Tegal  
Tugas pokok RSUD Suradadi Kabupaten Tegal adalah 





pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan 
menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan 
serta pengabdian masyarakat. Sebagaimana fungsi RSUD Suradadi 
Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut : 
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan; 
2. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di 
bidang pelayanan kesehatan; 
3. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan di bidang pelayanan kesehatan; 
4. Pelayanan medis; 
5. Pelayanan penunjang medis dan non medis; 
6. Pelayanan keperawatan; 
7. Pelayanan rujukan; 
8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 
9. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian 
masyarakat; 
10. Pengelolaan keuangan dan akuntansi; 
11. Pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, 









1.4. Visi dan Misi RSUD Suradadi Kabupaten Tegal 
Visi  
“Menjadi Rumah Sakit Pilihan Utama Masyarakat Dengan Layanan 
Unggulan Traumatik Dan Rehabilitasi Medik” 
Misi  
1. Meningkatkan kinerja pelayanan yang berorientasi kepada 
pelanggan dan kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel; 
2. Meningkatkan sarana prasarana dan SDM RS untuk menunjang 
layanan unggulan traumatik dan rehabilitasi medik; 
3. Menyediakan sarana prasarana dan fasilitas untuk mendukung 
layanan unggulan berbasis Terapi Wisata Bahari. 
 
1.5. Falsafah Pelayanan 
“Kepuasan anda adalah kewajiban dan tanggung jawab kami”. 
Pelayanan kesehatan yang diberikan atas dasar ketulusan, 
profesionalisme, keterbukan dan paripurna agar tercapai pelayanan 
yang berkualitas tinggi. 
 
1.6. Motto Pelayanan 
“Sehat Bersama Kami”. 
Motto RSUD Suradadi Kabupaten Tegal yang menjadi andalan 





karyawan agar tercipta semua elemen yang sehat baik dalam pelayanan 
medis maupun pelayanan administratif.  
 
1.7. Maklumat Pelayanan 
Maklumat pelayanan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal, dengan ini 
menyatakan : 
1) Sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan; 
2) Bersedia memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan 
melakukan perbaikan secara terus menerus; 
3) Bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi 
apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar. 
 
B. Pengaturan kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Rumah Sakit 
Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal 
Restrukturisasi atau penataan organisasi perangkat daerah adalah salah 
satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal guna 
meningkatkan kinerja, dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi dari 
kinerja organisasi tersebut yang bermuara pada meningkatkannya kualitas dan 
kuantitas pelayanan kepada masyarakat. Restrukturisasi yang dilakukan 
adalah bukan tanpa dasar yang kuat akan tetapi melalui banyak tahap dan 
pertimbangan-pertimbangan yang matang dan sesuai dengan kebutuhan 





Organisasi Perangkat Daerah adalah suatu unit kerja yang dibentuk 
Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tanggan 
pemerintah daerah. Perangkat daerah dibentuk sesuai dengan urusan-urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut. Berdasarkan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan 
Perizinan Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang 
memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. 
Rumah Sakit Umum Daerah atau sering disingkat dengan RSUD adalah salah 
satu perangkat daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) adalah salah satu unit kerja yang dibentuk oleh 
Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang 
mempunyai tugas pokok dalam penyelenggaraan urusan dibidang kesehatan 
dan mempunyai kewenangan khusus dalam mengatur keuangan dan mengatur 
kepegawaiannya dengan berlandaskan peraturan yang berlaku. 
Kebijakan dalam restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya di Kabupaten Sleman harus 
sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, 
baik Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Menteri Dalam Negeri, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersifat teknis. 
 Pengaturan kinerja organisasi perangkat daerah RSUD Suradadi 
Kabupaten Tegal sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 
10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 





Lembaga Teknis Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah dengan status 
type D yang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : 
Bagan 3.2 Struktur Organisasi RSUD Suradadi Kab. Tegal type D 
 
Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah 
 
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga 
Teknis Daerah, RSUD Suradadi Kabupaten Tegal dipimpin oleh Direktur 
yang dibantu oleh 1 (satu) Kasubbag Tata Usaha dan 2 (dua) Kasi yaitu Kasi 
Pelayanan dan Kasi Keperawatan, selain itu dalam menjalankan tugas pokok 
dan fungsinya sebagai Direktur RSUD Suradadi Kabupaten Tegal dibantu 





dalam menduduki jabatannya masuk dalam eselon 3b dan Kasubbag serta 
para Kasi di eselon 4a.  
Pada awal berdirinya di tahun 2009, RSUD Suradadi Kabupaten Tegal 
mempunyai jenis pelayanan Rawat Jalan (Poli KIA, Poli Gigi, Poli Umum 
dan Poli Obsgyn), Rawat Inap dengan jumlah 50 TT yang semuanya di kelas 
3, selain itu untuk penanganan kegawatdaruratan terdapat UGD (Unit Gawat 
Darurat) dan guna menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat 
terdapat Instalasi Farmasi, Gizi, Sanitasi, Radiologi dan Ambulance. Pada 
segi bangunan gedung, ditahun 2009 – 2012 telah dibangun gedung pengelola 
dan manajemen 2 lantai dengan luas 600M
2
, Bangunan IGD, Instalasi Bedah, 
HCU, Radiologi, Laboratorium dan Poliklinik 1 lantai seluas 475M
2
, 
Bangunan Gedung Rawat Inap dengan 50 TT seluar 238M
2
, dan Instalasi Gizi 
serta Sanitasi seluas 200M
2
.      
 
Foto 3.1 Gedung Utama Tampak Depan 







Foto 3.2 Pelayanan Rawat Inap 
Sumber Profil RSUD Suradadi Kab. Tegal Tahun 2012 
Kurun waktu tahun 2009 – 2012, RSUD Suradadi Kabupaten Tegal 
hanya mempunyai sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang amat 
sangat minim, pada waktu tersebut pula RSUD Suradadi Kabupaten Tegal 
dipimpin oleh Plt Direktur yang sifatya belum definitif. RSUD Suradadi 
Kabupaten Tegal hanya mempunyai 4 Dokter Umum, 1 Dokter Gigi, 48 
Paramedis, 21 tenaga penunjang medis, 20 tenaga administrasi, dan 29 tenaga 
penunjang non medis seperti petugas kamar gelap, petugas kebersihan, 
petugas keamanan, supir dan kasir. 
Dalam menjalankan fungsinya sebagai rumah sakit pemerintah 
(RSUD) pihak manajemen akan menghadapi permasalahan antara lain : 
Adanya kewajiban RSUD Suradadi Kabupaten Tegal untuk tetap 
melaksanakan pelayanan kepada semua lapisan mayarakat. Tuntutan itu yang 





kesehatan yang bermutu, efektif dan efisien serta tepat guna. RSUD Suradadi 
Kabupaten Tegal harus mampu bersaing dengan rumah sakit lain dalam hal; 
persaingan dalam menempatkan diri pada segmen pasar yang sesuai dengan 
kondisi rumah sakit yang bersangkutan dan mampu melihat potensi pasar. 
Persaingan dalam memperoleh Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) 
yang berkualitas, terutama dokter spesialis. RSUD Suradadi Kabupaten Tegal 
dihadapkan pada perkembangan teknologi yang mau tidak mau harus diikuti, 
dan ini berakibat terjadi peningkatan pengeluaran dana rumah sakit yang 
tidak sedikit. RSUD Suradadi Kabupaten Tegal dihadapkan juga pada kondisi 
perekonomian di Indonesia, dimana terjadi inflasi yang sedemikian tinggi 
dengan meningkat harga obat-obatan, bahan makanan, listrik dan lain 
sebagainya (Adiyatma, 2000). 
Selain itu, pada tahun 2013 – 2019 RSUD Suradadi Kabupaten Tegal 
telah banyak mengalami perubahan, tidak hanya pada segi fasilitas, sarana 
prasarana dan juga sumber daya manusia kesehatan. RSUD Suradadi 
Kabupaten Tegal adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten 
Tegal yang didirikan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat khususnya masyarakat di sebelah utara Kabupaten Tegal dan 
sekitarnya. Mengingat lokasi RSUD Suradadi Kabupaten Tegal, maka dalam 
memberikan pelayanan, pangsa pasar yang dituju akan lebih spesifik pada 
lingkungan di sekitar Kecamatan Warureja, Kecamatan Suradadi, dan 
Kecamatan Kramat serta sebagian kecil wilayah Kecamatan Kedungbanteng 





penduduk dan transportasi sangat tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan 
masalah kesehatan seperti Kecelakaan Lalu Lintas (KLL), Penyakit Menular, 
Infeksi Menular Seksual (IMS), dan penyalahgunaan Narkoba.  
Hingga saat ini segmen pasar yang dilayani mayoritas masih memiliki 
kelas menengah ke bawah, dimana membawa efek domino pada tuntutan 
rendahnya tarif serta menimbulkan kemungkinan rendahnya mutu pelayanan 
jika tidak didukung penuh subsidi dari pemerintah selaku pemilik yang 
memiliki misi sosial besar dalam pemberian pelayanan kesehatan. 
Kekhawatiran lain yang timbul adalah adanya gap pelayanan dokter sebagai 
profesional utama di rumah sakit dan membuat suatu kondisi mobilisasi 
rujukan kerumah sakit swasta. 
 
 
Foto 3.3 RSUD Suradadi Kab. Tegal Tahun 2014 





RSUD Suradadi Kabupaten Tegal sudah menjadi type D selama 9 
(sembilan) tahun, sudah tersedianya dokter spesialis 4 dasar dan 3 dokter 
spesialis penunjang. Di RSUD Suradadi Kabupaten Tegal saat ini terdapat 56 
tempat tidur dan didukung tenaga sejumlah 158 orang. Untuk ruang rawat 
inap tersedia kelas 3, dan kelas 2, ruang poliklinik, ruang laboratorium, ruang 
rontgen, dan bangsal kebidanan. Penduduk di wilayah ini sebagian besar bila 
sakit lebih memilih di rujuk ke rumah sakit lain karena pertimbangan karena 
peralatan lebih baik dan keragaman pilihan pelayanan kesehatan. 
 
Foto 3.4 Salah Satu Lorong Menuju Bangsal Rawat Inap  











Tabel 3.1 Jenis dan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan  
RSUD Suradadi Kab. Tegal Tahun 2014 




1. Pejabat Struktural 4   4   
2. Staf Subbag TU 7 11 18   
3. Staf seksi Pelayanan   1 1   
4. Staf seksi Perawatan   1 1   
5. Dokter Spesialis Anastesi 1  1   
6. Dokter Spesialis Peny.Dalam 1  1  
7. Dokter Spesialis Bedah Umum 1  1  
8. Dokter Spesialsi Tulang  1 1  
9. Dokter Spesialis Kandungan  1 1  
10. Dokter Spesialsi Saraf  1 1  
11. Dokter Spesialsi Anak  1 1  
12. Dokter Umum 7 0 7 3 Tugas Belajar 
13. Dokter Gigi 1   1   
14. Perawat 22 13 35   
15. Bidan 6 7 13   
16. Fisiotherapist 1   1   
17. Apoteker 1 3  4  
18. Asisten Apoteker 2 2 4   
19. Ahli Gizi 2 2 4   
20. Penyaji   5 5   
21. Radiografer 2  1 3   
22. Kamar Gelap di Radiografer   1 1   
23. Analis Kesehatan (Laborat) 3 1 4   
24. Rekam Medik 2 4 6   
25. Analis Lingkungan 1   1   
26. Psikologi 1   1 tugas belajar 
27. Supir 1 2 3   
28. Kasir  2 2   
29. Tenaga Sarpras   2 2   









31. Petugas Kebersihan   10 10   
32. PTT   1 1   
JUMLAH 64 76 140  
Sumber : Profil RSUD Suradadi Kab. Tegal Tahun 2014 
 Seiring dengan berjalannya waktu dan tuntutan akan peningkatan 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang semakin meningkat dan 
pemenuhan akan standar akreditasi rumah sakit yang berubah dengan 
berkembangnya teknologi informasi dan kesehatan, pada tahun 2019 DPRD 
Kabupaten Tegal dan Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Bagian 
Organisasi Setda Kabupaten Tegal, Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal, 
BKD Kabupaten Tegal, Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Bappeda 
Kabupaten Tegal, BPPKAD Kabupaten Tegal dan Inspektorat Kabupaten 
Tegal mulai menginisiasi restrukturisasi/perubahan organisasi perangkat 
daerah yang ditandai dengan beberapa kali melakukan study banding 
dibeberapa daerah seperti Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cimahi, 
Kabupaten Purwakarta dan Provinsi DKI Jakarta dan pembahasan tentang 
perubahan atas Peraturan Daerah tentang Susunan dan Pembentukan 
Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Peraturan tersebut tidak hanya mengubah 
struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) RSUD Suradadi Kabupaten Tegal 
saja, akan tetapi beberapa perangkat daerah juga mendapat imbasnya seperti 
Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Tegal yang 
semula bergabung dengan Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset 





sendiri dan perubahan penyebutan nama dibeberapa perangkat daerah seperti 
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal yang semula Dinas 
Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Kabupaten Tegal. 
Salah satu organisasi perangkat daerah yang juga mendapatkan efek 
positif dari pemberlakuan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Tegal dan pemberlakuan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 
2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal  
adalah RSUD Suradadi Kabupaten Tegal, RSUD Suradadi Kabupaten Tegal 
yang semula dikomandoi oleh Direktur dan dibantu 1 Kasubbag dan 2 Kasi 
dengan status kelas rumah sakit type D, kini dipimpin oleh Direktur dan 
dibantu oleh 9 pejabat eselon 3b dan 4a yaitu 1 Kepala Bagian Umum dan 
Keuangan, 2 Kepala Bidang (Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan) dan 
Kepala Bidang Pelayanan Penunjang. Selain itu, terdapat 2 Kasubbag dan 4 
Kasi dibawah para Kepala Bagian dan Kepala Bidang. Pemberlakuan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal tersebut tidak 
hanya berdampak akan struktur organisasi, tata kerja dan  tugas pokok serta 
fungsi yang menjadi semakin jelas dan baik, akan tetapi juga berdampak dari 
segi peningkatan sarana, prasarana, fasilitas, jenis pelayanan dan peningkatan 






Bagan 3.3 Struktur Organisasi RSUD Suradadi Kabupaten Tegal  
Tahun 2020 
 
Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal 
 
Pengaturan kinerja Organisasi Perangkat Daerah khususnya RSUD 
Suradadi Kabupaten Tegal sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Tegal sebagai berikut : 
1) Direktur RSUD Suradadi Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugasnya 
bertanggungjawab kepada Bupati Tegal melalui Sekretaris Daerah dan 





kesehatan dalam penyampaian laporan keuangan dan barang milik daerah 
serta bidang kepegawaian; 
2) RSUD sebagai organisasi bersifat khusus memiliki otonomi dalam 
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian; 
3) Dalam melaksanakan tugas Direktur, Kepala Bagian/Bidang, Kepala 
Seksi, Kepala  Sub Bagian, Kepala Instalasi dan Ketua Komite wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan 
bidang tugasnya masing-masing; 
4) Direktur, Kepala Bagian/Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub 
Bagian, Kepala Instalasi dan Ketua Komite di Lingkungan RSUD 
Suradadi Kabupaten Tegal wajib mengawasi bawahannya dan apabila 
terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
sesuai dengan ketetuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 
5) Direktur, Kepala Bagian/Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub 
Bagian, Kepala Instalasi dan Ketua Komite bertanggungjawab memimin 
dan mengkoordinasikan bawahannya, dan memberikan bimbingan serta 
petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
6) Direktur, Kepala Bagian/Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub 
Bagian, Kepala Instalasi dan Ketua Komite di Lingkungan RSUD 
Suradadi Kabupaten Tegal wajib mematuhi arahan dan bertanggungjawab 





tugas secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku; 
7) Komite Medis yang merupakan wadah non struktural yang 
keanggotaannya dipilih oleh Staf Medis Fungsional (SMF) berkedudukan 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur; 
8) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis berkewajiban memberikan 
pertimbangan kepada Direktr dalam hal penyusunan standar pelayanan 
medis, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis, hak klirinik 
khusus kepada staf medis fungsional, program pelayanan, serta 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia rumah sakit; 
9) Hubungan Kepala Bagian/Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub 
Bagian dengan Komite Medis dan Komite Keperawtan bersifat 
koordinasi; 
10) Instalasi merupakan unit pelayanan non struktural yang menyediakan 
fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, 
dalam melaksanakan tugasnya instalasi bertanggungjawab kepada 
Direktur; 
11) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, RSUD Suradadi Kabupaten 
Tegal mempunyai hubungan jaringan pelayanan rujukan dengan Rumah 







C. Penerapan Perda Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 terhadap 
kinerja Organisasi Perangkat Daerah RSUD Suradadi Kabupaten 
Tegal? 
Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal 
membawa dampak baik khususnya untuk RSUD Suradadi Kabupaten Tegal 
selain berkembangnya struktur organisasi yang membuat pengaturan kinerja 
menjadi semakin efisien, efektif dan akuntabel, tetapi juga berdampak dengan 
peningkatan pada sarana prasanaran, jenis pelayanan dan pendapatan RSUD 
Suradadi Kabupaten Tegal. 
Salah satu dampak dari peningkatan tersebut adalah bertambahnya 
sarana prasarana yang dimiliki oleh RSUD Suradadi Kabupaten Tegal. Sarana 
dan prasarana merupakan perangkat utama dalam memberikan pelayanan 
prima dan paripurna kepada pengguna, baik internal dan eksternal. RSUD 
Suradadi Kabupaten Tegal memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut: 
- Luas Tanah   : 33.910 M²  
- Luas Bangunan  : 13.189 M²  
- Listrik  : 344.000 VA  
- Genset  :  75.000 VA  
- Air PDAM  : 1 Titik  
- Sumur dangkal  :  3 Titik  





- IPAL : 1 unit 
- Master plan  : 1 unit 
- Mobil ambulance  :  3 unit  
- Ambulance Jenazah  :  1 unit 
Penambahan tidak hanya pada sarana prasarana yang menunjang 
pelayanan langsung kepada masyarakat, akan tetapi juga penambahan luas 
tanag dan luas bangunan. Luas tanah RSUD Suradadi Kabupaten Tegal pada 
tahun 2020 sebesar 33.909M
2
 dan luas bangunan sebesar 13.189M
2
. Dalam 
jumlah tempat tidur, RSUD Suradadi Kabupaten Tegal juga bertambah secara 
signifikan, dengan total tempat tidur (TT) sejumlah 140. 
Tabel 3.2 Jumlah Tempat Tidur Berdasarkan Kelas Perawatan 
Komposisi Tempat Tidur Jumlah (TT) 
Ruang Perawatan Biasa 105 
Kelas VIP 5 
Kelas I 12 
Kelas II 18 
Kelas III 55 
Perinatologi 15 
Ruang Perawatan Isolasi 9 
Isolasi ICU 1 
Isolasi Covid-19 7 
Isolasi PONEK 1 






Ruang Operasi 2 
Jumlah 140 





Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, RSUD 
Suradadi Kabupaten Tegal juga mengembangkan jenis pelayanan yang belum 
ada seperti : 
1. Instalasi Rawat Jalan 
a. Klinik Penyakit Dalam 
b. Klinik Kebidanan 
c. Klinik Anak 
d. Klinik Bedah 
e. Klinik Kulit dan Kelamin 
f. Klinik Ortopedi 
g. Klinik Saraf 
h. Klinik Mata 
i. Klinik Kedokteran Jiwa 
j. Klinik Gigi 
k. Klinik Rehabilitasi Medik 
l. Klinik Psikologi 
m. Klinik VCT 
n. Klinik MCU dan Poliklinik Gizi 
o. Unit Hemodialisa 
p. Unit Endoskopi 
2. Instalasi Rawat Inap 
3. Instalasi Gawat Darurat dan PONEK 24 jam 





5. Instalasi Radiologi 
6. Instalasi Bedah Sentral 
7. Instalasi Rawat Intensif 
8. Instalasi Farmasi 
9. Instalasi Gizi 
10. Instalasi Rekam Medik 
11. Instalasi Pemeliharaan Sarana RS (IPSRS) 
12. Instalasi Sanitasi 
Dalam kinerja pelayanannya, RSUD Suradadi Kabupaten Tegal terus 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk 5 tahun ke belakang 
dihitung dari tahun 2016 – 2020 peningkatan kunjungan pasien Poliklinik 
Rawat Jalan  mengalami kenaikan sebesar 80% sebagaimana dijelaskan pada 
tabel dibawah ini : 
Tabel 3.3 Jumlah Kunjungan Pasien Poliklinik Rawat Jalan 2016 – 2020  
No. Poliklinik 2016 2017 2018 2019 2020 
1. Dalam 6.903 8.122 10.337 10.305 9.191 
2.  Kebidanan  1.921 3.011 2.888 2.016 
3. Anak 1.688 2.512 2.834 3.949 2.754 
4. Bedah Umum 1.807 2.367 2.549 1.735 2.110 
5. Orthopedi 964 1.642 1.852 2.470 1.212 
6. Gigi 1.255 1.594 2.206 3.320 2.083 
7. Saraf 1.014 698 36 - - 
8. Umum 647 794 284 299 - 
9. Paru 142 1.776 2.392 3.084 1.757 
10. Mata  94 - - 81 404 





No. Poliklinik 2016 2017 2018 2019 2020 
12. Jiwa - 44 134 61 - 
13. Raflesia - 138 142 242 206 
14. Psikologi - 11 6 - - 
Jumlah 16.686 21.779 26.065 29.349 22.460 
Rata-Rata Pasien 
Poliklinik /Hari 
45 60 71 80 61 
I G D 6.666 7.881 9.934 10.676 9.934 
Radiologi 2.998 1.767 2.152 6.250 3.937 
Laboratorium 10.213 3.759 3.937 10.481 2.152 
Sumber : LKJiP RSUD Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2020 
Pada kunjungan pasien rawat inap di tahun 2016 – 2020 juga 
mengalami kenaikan : 
Tabel 3.4 Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Tahun 2016 – 2020  
No. Unit/Ruang 2016 2017 2018 2019 2020 
1. Dewaruci 1 
VIP - - 42 74 42 
1 - 72 79 120 77 
2 - 219 290 427 186 
3 - 559 665 715 858 
2. Dewaruci 2 
VIP - - 39 81 43 
1 - 83 167 123 83 
2 - 253 468 426 216 
3 - 458 800 1037 634 
3. Melati 3 
2.35
9 
1.882 127 - - 
4. Baruna I 
1 - - - - 94 
2 - - - - 168 
3 - - 1.496 1.245 1.201 
5. Baruna II 
1 - - - - 4 





No. Unit/Ruang 2016 2017 2018 2019 2020 




2 & 3 
1.45
4 
459 1.242 1.110 1139 
7. Perinatologi 515 529 1.001 872 1.086 




5.947 6.969 7.220 6.545 
Sumber : LKJiP RSUD Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2020 
Pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima 
perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, 
bunga, komisi, ongkos dan laba.
65
 Dan menurut Soemarso, Pendapatan adalah 
aliaran masuk aktia atau pengurangan utang yang diperoleh dari hasil 
penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan.
66
 Target dan realisasi 
pendapatan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun 
menunjukkan tren yang semakin meningkat. Seiring dengan perkembangan 
teknologi kesehatan dan kemajuan alat kesehatan serta kesadaran masyarakat 
akan pentingnya masalah kesehatan menjadi salah satu faktor meningkatnya 
jumlah kunjungan pasien di RSUD Suradadi Kabupaten Tegal. Berikut data 




                                                             
65
 BN. Marbun, Kamus Manajemen, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 230. 





Chart 3.1 Realisasi Pendapatan Tahun 2016 – 2020  
 
Sumber : Profil RSUD Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2020 
Dalam segi penganggaran yang telah ditetapkan guna menunjang 
kegiatan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal bersumber dari APBD dan 
BLUD. Perkembangan anggaran yang dikelola RSUD Suradadi Kabupaten 













2016 2017 2018 2019 2020
TARGET Rp11.000.00 Rp16.000.00 Rp18.600.00 Rp22.502.84 Rp23.050.00
REALISASI Rp11.848.50 Rp15.040.68 Rp16.772.22 Rp21.198.06 Rp21.186.57






Chart 3.2 Anggaran dan Realisasi Tahun 2016 – 2020 
 
Sumber : Profil RSUD Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2020 
 
Seiring dengan perkembangan RSUD Suradadi berdampak baik pada 
keuangan yang semakin meningkat sebagai upaya untuk terus meningkatkan 

















2016 2017 2018 2019 2020
Anggaran Rp34.913 Rp43.411 Rp43.411 Rp54.792 Rp53.866
Realisasi Rp33.099 Rp36.839 Rp39.055 Rp50.036 Rp51.145
Persentase 94,80 84,86 89,97 91,32 94,95





Chart 3.3 Realisasi Belanja Tahun 2016 – 2020 
 
Sumber : Profil RSUD Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2020 
Dari tabel dan chart diatas, peneliti dapat melihat dan mengambil 
kesimpulan bahwa selain dari pengalokasian anggaran dan pendapatan yang 
dikelola dengan baik, akan tetapi juga peran dari penerapan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan 
Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Tegal yang menjadi RSUD Suradadi Kabupaten 
Tegal dapat berkembang dan memberikan pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat secara prima, paripurna dan berdaya guna dengan dibuktikan 
pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Suradadi Kabupaten Tegal 









2016 2017 2018 2019 2020
Belanja Pegawai Rp3.594.803.8 Rp1.477.675.0 Rp3.560.340.1 Rp9.149.612.3 Rp5.622.545.0
Belanja Barang & Jasa Rp13.783.240. Rp18.157.184. Rp4.917.767.9 Rp18.779.895. Rp18.055.981.
Belanja Modal Rp15.721.273. Rp18.534.120. Rp30.555.881. Rp22.107.408. Rp26.410.479.





80,33 dengan kategori “B” atau kinerja pelayanan “BAIK” sesuai dengan 
standar  dan prosedur yang terdapat pada Peraturan Menteri Aparatur Sipil 
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara 
Pelayanan Publik. 
 
D. Hambatan terhadap RSUD Suradadi Kabupaten Tegal berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019? 
Seperti dua sisi mata uang, dari pemberlakuan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal 
Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Tegal pasti akan menimbulkan dampak positif yang dapat 
membuat maju dan meningkatnya dari segi pelayanan di RSUD Suradadi 
Kabupaten Tegal, tetapi ada dampak yang bersifat negatif yang dapat menjadi 
hambatan terhadap kinerja RSUD Suradadi Kabupaten Tegal. Hambatan-
hambatan tersebut adalah pada bidang sumber daya manusia khususnya pada 
staf yang menunjang administrasi perumahsakitan yang masih sangat terbatas. 
Restukturisasi organisasi yang relatif baru sehingga banyak pegawai yang 
masih melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai 





dari bertambahnya atau berkembangnya susunan struktur organisasi adalah 
dalam proses pembuatan dan pengambilan kebijakan/keputusan menjadi 
terlalu lama sehingga tidak efisien dan efektif dalam kinerja organisasi 

























Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis 
mengambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :  
1. Bagaimana pengaturan kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal Berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019? 
Pengaturan kinerja suatu organisasi perangkat daerah pada 
RSUD Suradadi Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 adalah RSUD Suradadi 
Kabupaten Tegal yang pada awal berdirinya hanya mempunyai 3 seksi 
dan dipimpin oleh seorang Direktur, kini dengan penerapan Peraturan 
Daerah tersebut struktur organisasi menjadi berkembang yang terdiri dari 
1 Direktur, 1 Kepala Bagian Umum & Keuangan yang terdiri dari 1 
Kasubbag Umum & Kepegawaian dan 1 Kasubbag Perencanaan dan 
Keuangan, 1 Kepala Bidang Pelayanan Medis & Keperawatan yang 
membawahi 1 Kasi Pelayanan Medis dan 1 Kasi Pelayanan Keperawatan, 
1 Kepala Bidang Pelayanan Penunjang yang membawahi 1 Kasi 
Pelayanan Penunjang Medis dan 1 Kasi Pelayanan Non Medis. 
Restruktrurisasi tersebut guna mendukung kinerja organisasi RSUD 





Pemerintah Kabupaten Tegal di bidang pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat. 
 
2. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 
Tahun 2019 terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah RSUD 
Suradadi Kabupaten Tegal? 
Penerapan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 
Tahun 2019 terhadap kinerja RSUD Suradadi Kabupaten Tegal adalah 
semakin meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada 
masyarakat, baik dari jenis pelayanan yang ada, sarana prasarana yang 
sudah dibangun dan yang sedang dibangun, jumlah sumber daya manusia 
kesehatan (SDMK) baik medis maupun paramedis dan penunjang medis, 
dan peningkatan atas pendapatan yang diperoleh oleh RSUD Suradadi 
Kabupaten Tegal baik dari pasien umum maupun dari pasien yang 
menggunakan jaminan pelayanan kesehatan seperti BPJS Kesehatan, 
BPJS Ketenagakerjaan maupun Jasa Rajarja. Dari ketiga peningkatan 
yang terjadi, semua itu berujung pada tercapainya indeks kepuasan 
masyarakat (IKM) yang telah dilaksanakan pada akhir tahun 2020 
dengan nilai akhir sebesar 80,33 dengan kategori “B” atau kinerja 
pelayanan “BAIK” sesuai dengan standar  dan prosedur yang terdapat 
pada Peraturan Menteri Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei 





3. Apa hambatan terhadap RSUD Suradadi Kabupaten Tegal berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019? 
Hambatan yang timbul dari penerapan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 khususnya yang terjadi pada 
RSUD Suradadi Kabupaten Tegal adalah masih terbatasnya sumber daya 
manusia (SDM), restrukturisasi yang masih bersifat baru sehingga para 
pegawai masih melakukan adaptasi pelaksanaan kinerja sesuai dengan 
struktur organisasi yang ada dan hambatan terakhir yang timbul akibat 
dari bertambahnya atau berkembangnya susunan struktur organisasi 
adalah proses pembuatan dan pengambilan kebijakan/keputusan menjadi 
tidak efisien dan efektif dalam kinerja organisasi perangkat daerah RSUD 
Suradadi Kabupaten Tegal karena terlalu banyak tahapan yang harus 
dilalui dalam proses pembuatan atau pengambilan keputusan. 
 
B. Saran 
Berdarakan hasil penelitian dan pembasahan sebagaimana telah 
diuraikan diatas, sehubungan dengan Pengaturan kinerja Organisasi 
Perangkat Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten 
Tegal Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019, 
Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 terhadap 
kinerja Organisasi Perangkat Daerah RSUD Suradadi Kabupaten Tegal, dan 





Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019. Atas hal tersebut, penulis 
memberikan saran sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengaturan kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal Berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019? 
Pengaturan kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada RSUD 
Suradadi Kabupaten Tegal yang mengakibatkan terjadinya restrukturisasi 
organisasi, hendaknya diikuti dengan penambahan sumber daya manusia 
khususnya pada pegawai yang menangani langsung dengan kegiatan 
administrasi perumahsakitan sehingga di setiap bidang dan bagian yang 
membawai seksi dan subbagian pada RSUD Suradadi Kabuapaten Tegal 
mempunyai staf/pegawai yang menghandle pada bidang atau bagiannya 
masing-masing. 
 
2. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 
Tahun 2019 terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah RSUD 
Suradadi Kabupaten Tegal? 
Perlu diimbangi dengan peningkatan anggaran yang 
dialokasikan dari APBD Kabupaten Tegal, Bantuan Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah maupun anggaran dari Pemerintah Pusat melalui dana 
alokasi khusus (DAK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 
sehingga proses pembangunan gedung bangunan dan pembelian alat 





dan penerapan peraturan tersebut terhadap kinerja Organisasi Perangkat 
Daerah RSUD Suradadi Kabupaten Tegal sesuai dengan rencana yang 
telah ditetapkan. 
 
3. Apa hambatan terhadap RSUD Suradadi Kabupaten Tegal berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019? 
Perlu ada penambahan sumber daya manusia (SDM) baik yang 
berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun Pegawai Kontrak BLUD 
agar dapat menunjang operasional pelayanan RSUD Suradadi Kabupaten 
Tegal, selain itu proses pembuatan dan pengambilan keputusan 
setidaknya diputuskan dengan memperhatikan azas efisiensi dan 
efektifitas sehingga kegiatan dalam pelayanan kesehatan kepada 
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